L SALINAN j

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEFUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
REHABILI""ASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA
ALAN GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI TAHAP II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbany : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi
rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
pascabencana alam Gempa Bumi, Tsunami dan
Likuifaksi di Kota Palu, perlu dilakukan
penyesuaian kembali terhadap petunjuk teknis
pemberian bantuan hibah, rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana alam di Kota Palu;

b. bahwa petunjuk teknis rehabilitasi dan
rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf
a, menjadi dasar dalam pelaksanaan rehabilitasi

dan rekonstruksi rumah korban yang dilakukan

secara transparan dan akuntabel;




Mengingat

1.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum
dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah
dalam penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi perumahan pascabencana
alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi tahap
I, perlu ditetapkan petunjuk teknis yang diatur
dalam Peraturan Wali Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan
Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan
Likuifaksi Tahap II;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor




5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Keuangan Nomeor
224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1969);

Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka
Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun
2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 5);

Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam

Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap II
(Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 35)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan




Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali
Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi,
Tsunami dan Likuifaksi Tahap Il (Berita Daerah
Kota Palu Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:
Menetapkin : FERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
FETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
FEHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN
FASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI, TSUNAMI
LIAN LIKUIFAKSI TAHAP .

Pasal 1

Ketentuar Lampiran Peraturan Wali Kota Palu Nomor 35 Tahun
2019 tertang Fetunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Perumahar Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan
Likuifaksi '"ahap I (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 35)
sebagaims 11a telali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Wali Koti Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam
Gempa Bt :ni, Tst nami dan Likuifaksi Tahap II (Berita Daerah Kota
Palu Tahut. 2021 Nomor 13), diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran jang msrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota .

Pasal I
Peraturan V/ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Agar setigp oranf
an penempatannya dalam Berita Daerah

Peraturan 'Wali Kota ini deng

Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Februari 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundang<an di Falu
pada tang:al 1 Feoruari 2022
SEKRETA~IS DAERAH KOTA PALU,

td

IRMAYANTI

| BERITA D“ERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 7

salinan s¢suai dengan aslinya
Kepzla Bagian Hukum,

HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005




LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN  WALI KOTA
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS

REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PERUMAHAN
PASCABENCANA ALAM

GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN
LIKUIFAKSI TAHAP II

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peristv/a bercana gempa bumi diikuti dengan tsunami dan
likuife lsi di fulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018
di Kot: Palu (lan tiga kabupaten lain, Sigi, Donggala dan Parigi
Moutcrig, mengakibatkan korban meninggal dunia 2.830 jiwa,
korba 1 hilanjs 701 jiwa, korban luka 2.537 jiwa dan jumiah
pengurgsi 53.173 KK atau 172.999 jiwa. Selain korban jiwa,
benca:a terssbut juga mengakibatkan kerusakan aset dan
kerug:n paca sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi,
sosial ¢ an lintas sektor.

Dalan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang
disust 1 berdasarkan hasil kajian kebutuhan pasca bencana
(Jitupisna) Fadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kota F:lu, Kasupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten
Parigi !Moutong diperkirakan nilai kerusakan mencapai Rp.19,30
Trilyu, nilai kerugian Rp.4,86 Trilyun dan nilai kebutuhan
pemul:ian pasica bencana Rp.36,40 Trilyun.

Berda sirkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2018
Tentait; Percxpatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi
Tenga), Kepala BNPB mengusulkan alokasi anggaran kepada
Mente- Ketangan untuk pendanaan rehabilitasi dan
rekon:iruksi pascabencana gempa bumi, termasuk bantuan
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan yang
dilaks 11akan oleh masyarakat.

Pada ):laksaiiaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
tahap ' di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah
melalt i Hibah Luar Negeri telah mengalokasikan dana bantuan
rehabi :tasi den rekonstruksi perumahan untuk kategori rumah




rusal berat can pada tahap II melalui Hibah Pemerintah kepada
Peme - ntah Laerah telah dialokasikan dana bantuan rehabilitasi
dan -:konstiuksi untuk kategori rumah rusak berat, rumah
rusal sedang dan rumah rusak ringan.

Tata lelola pemanfaatan hibah diatur oleh PMK Nomor 224
Tahu) 2017 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2019
Tentarg Pemranfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada
Peme -ntah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan
Rekot struksi Pascabencana. Setelah hibah dimaksud masuk di
dalan skema APBD, maka tata kelola penyaluran dan
pema 1faatannya diatur dengan Permendagri Nomor 32 Tahun
2011 ‘entang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Bersurtiber Dari APBD.

Dalan: rangla mendukung proses percepatan pelaksanaan
rehab ‘itasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana tahap II
di Ko :. Palu Provinsi Sulawesi Tengah, perlu disusun pedoman
pelak:iinaan yang bersifat teknis agar kegiatan rehabilitasi dan
rekonsmuksi perumahan dapat berjalan cepat, tepat sasaran,
tertib : dministrasi, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai
dengat keten :uan peraturan perundang-undangan.

1.2. Maks 1d, Tujiian dan Sasaran
a. Micsud

Setagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam
peitksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pe:amahan tahap II pascabencana gempa bumi, tsunami
dar. likuifaksi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang
pe - danaanya bersumber dari hibah Pemerintah.

b. Tijian
Ag:r kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
kcrpan hencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat

sasaran, tartib, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai
de - gan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Ssgraran

1. Sasaren kelembagaan adalah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Provinsi Sulawesi
Tengat.

2. Sasaran operasional secara khusus adalah terpenuhinya
konstriksi rumah tahan gempa untuk kategori rumah
rusak berat melalui rehabilitasi dan rekonstruksi
perumihan pascabencana;

3. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat penerima
bantu¢n rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan tahap
Il pascabencana di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3. Outpr =

Terba:izun/terperbaikinya rumah terdampak bencana untuk
kateg(1i rumih rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan




1.5.

pasca lencan:. gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu
Provir 11 Sulawesi Tengah.

. Ruan;{ Lingknup

Petun 1k teknis ini memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi,
kriter:: penerima bantuan, organisasi pelaksana dan tahapan
prose:. pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban.

Pengertian

a.

Rel abilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
peiyanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
me-nadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama
ncrmalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pelerintaran dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pa:cabencana;

Relonstrucsi adalah pembangunan kembali semua
prisarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah
paicabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun
m: :iyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
be “tembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya,
tes: knya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta
m: syarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat
paia wilayah pascabencana;

Hiyah da+i Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang
se.tnjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan
pe1galihair hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada
Peerintar Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan
pe "1ntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;

Pe unjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut PHD
adilah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara
Pe 1erintai1 dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam
pe ;anjian atau bentuk lain yang dipersamakan;

Bartuan  rehabilitasi dan  rekonstruksi  perumahan
pascabencana adalah dana bantuan stimulan yang diberikan
untak -ehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
pa;:abencana yang memenuhi standar teknis tahan gempa;

Bartuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
ua'g/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
keviarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tid:k seczra terus menerus dan selektif yang bertujuan
unt ik mel ndungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pe nimahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
pe 1nukimin, baik perkotaan maupun perKelurahanan, yang
dil:1gkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
selvigai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;

Rurah tat an gempa disingkat RTG adalah bangunan gedung
koistruksi tahan gempa yang berfungsi sebagai tempat
tinzgal yeng layak huni, sarana pembinaan keluarga,




cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi
periliknya;

Peiidampingan adalah kegiatan yang dilakukan untuk
m:adampingi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di

Kcra Pali yang dilaksanakan oleh masyarakat secara
mindiri r aupun secara kontraktual;

Pergguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pe¢jabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
kerienterian negara/lembaga pemerintah
nci1ikemer terian/lembaga yang bersangkutan;

Peribantu Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
PL.. adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian
Kellangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
be rtanggung jawab atas pengelolaan anggaran;

Ki.1sa Peyguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
Hitah adelah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
m: aksanikan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
peér ggunaan  anggaran  kementerian  negara/lembaga
perierintah non kementerian yang bersangkutan;

. Pejubat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
actlah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelola
hiyah dar mengambil keputusan atau tindakan yang dapat
m:1gakibittkan pengeluaran anggaran;

Peiwbat elaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
diivngkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang
mi-aksanikan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
prizram s:suai dengan bidang tugasnya.

Bei1 dahara Pengeluaran yang selanjutnya adalah disingkat
Bl adala1 pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
mi tyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
m« rnpertaiggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
ra13ka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Betdahare  Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya
disingkat 3PP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu
Bf untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak
gu " a kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;

Tir1 Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota atas
us:lan Kepala Pelaksana BPBD terdiri dari OPD teknis
tert ait;

Tir1 Pendamping Nasional (TPN) adalah tim yang diberi kuasa
olet. BNPE: untuk melakukan supervisi dan pendampingan
pe ¢ ksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pe-imaha1 pascabencana gempa bumi, tsunami dan
lik : ifaksi (li Sulawesi Tengah;

Tir1 Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4)
adilah tim pendamping daerah untuk mendampingi
pe ¢ksanann rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan




pitscabentana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota
P:1 u Provinsi Sulawesi Tengah;

t. Tr1 Pendamping Masyarakat (TPM) adalah Tim yang terdiri
d: 1 unsur TNI, Polri, Kejari, APIP, Camat;

u. Tri Pendamping Wilayah {TPW} adalah tim yang terdiri atas
u 1sur Lu -ah dan mitra kerja kelurahan,;

v. Tri1 Pendukung Pembangunan (TPP) adalah unsur TNI yang
wembanta masyarakat untuk percepatan pelaksanaan
rel abilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;

w. Kiban Eencana adalah warga terdamak bencana Gempa
B:imi, Tsunami, Likuifaksi yang terjadi pada tanggal 28
Setember 2018 di Kota Palu;

X. Bink Pewalur adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk
st )agal p>nyalur dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
p' - umahiin pascabencana.

y. Ptak Koitraktor adalah pihak yang berbadan hukum dan
al:in mengikat perjanjian kerjasama dengan penerima
biiituan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangunan
ri-nah model pabrikasi dan atau model konvensional yang
tir Fak dikerjakan secara mandiri.

1.6. Dasa ' Hukuin

a. U-dang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Pi«:ranggulangan Bencana,

b. Pcraturar Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Puiiyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

¢c. Poraturar Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pcnidanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

d Poaturar Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
N.isional ’enganggulangan Bencana;

e. Kinutusai Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satuan
Ti;;as Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara
Bi.-at, Proyvinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak
Lz innya;

f In:truksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Peicepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Grrnpabumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan
W “ayah Terdampak Lainnya;

g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Ter tang edoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yeé1g Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Di:rah (APBD), beserta perubahannya;

h. PMK Nomor 224 /PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah
D:.11 Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;

i. Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan
Hizah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Ui uk Bantuan Rehabhilitasi dan Rekonstruksi
Pz scabencana.




Piiduan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Py-umahin Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan
L luifaks Di Sulawesi Tengah yang ditetapkan oleh Deputi
R:nabilitnisi dan Rekonstruksi BNPB tanggal 17 Oktober
2)19.




BAB 11

1 1AINSIF DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN
}.RITERIA PENERIMA BANTUAN

2.1. Prinsi{) Dasar

a.

B.iituan rehabilitasi dan  rekonstruksi  perumahan
pi sicabencana adalah dana bantuan sosial yang merupakan
st 'nulan pembangunan rumah korban bencana yang
m:=menuti standar teknis tahan gempa yang bersumber dari
d: -1a hibe h pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;

D laksane kan secara cepat, terencana, terpadu, terkoordinir
di:1 selaas dengan perencanaan pembangunan daerah
be 1 basis pengurangan risiko bencana.

2.2. Kebijzkan

a.

Pcniggunaan  anggaran hibah mengikuti mekanisme
p¢ ngelolain keuangan daerah atau APBD sesuai dengan
pe¢1aturan perundang-undangan;

Peniggunaan hibah kegiatan percepatan rehabilitasi dan
reonstruksi perumahan pascabencana berupa bantuan
st :nulan -lana pembangunan rumah dengan besaran:

I. Rp. 5(.000.000 untuk rumah rusak berat;
2. Rp. 2£.000.000 untuk rumah rusak sedang; dan
3. Rp. 1€.0060.000 untuk rumah rusak ringan.

Pe¢1.erima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
pe tcabencana adalah masyarakat korban bencana yang
n::nanya tercantum dalam daftar penerima bantuan yang
te : h ditetapkan oleh Walikota;

Per erima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
pz:cabencana akan menerima penyaluran dana bantuan
1C1% dar. Pemerintah Kota Palu melalui Bank Penyalur yang
te : h dituyjuk;

B:i 1k Penyalur yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud
pciat 2.2, huruf d akan memfasilitasi pembukaan rekening
atis nami penerima bantuan dan pencairan dana bantuan
oli1 penerima bantuan dengan sisa saldo nol rupiah.

Pe: erima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana wajib mempertanggungjawabkan
pe:-gelolaznnya dengan tata cara dan mekanisme
pe - gelolae n keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3. Strati ;i

a.

Retabilitasi dan  rekonstruksi, khususnya  untuk
pe itbangunan rumah pascabencana kategori rumah rusak
be 1t dilat:ukan di lokasi semula (in-situ} dan berada di luar
zo1a ravvan bencana (ZRB) berdasarkan keputusan
Pe1erinta1 Kota Palu;




b. Roaabilitesi dan  rekonstruksi, khususnya  untuk
pt1nbangiinan rumah pascabencana kategori rumah rusak
berat dapat juga dilakukan di lokasi baru (ex-sity) di atas
tar.ah/lal an milik sendiri dan masih berada di wilayah Kota
P: u serta di luar zona berbahaya berdasarkan keputusan
Pe¢ rnerintz h Kota Palu;

¢. Rciabilitesi  dan  rekonstruksi, khususnya  untuk
ptinbangnnan rumah pascabencana kategori rumah rusak
berat dapat dilakukan dengan menggunakan material kayu
s¢panjang memenuhi syarat dan ketentuan; (1} rumah awal
m:rupakin bangunan yang terbuat dari kayu dan atau
riinah tradisional; {2} Rumah kayu yang akan dibangun
m:menuki syarat bangunan Rumah Tahan Gempa (RTG),
di 11 (3) Tilak memanfaatkan dana bantuan untuk pembelian
m:terial tayu yang diperoleh secara ilegal atau tanpa ijin
d: .1 pihal: yang berwenang.

d. Rehabilite si dan rekonstruksi, khususnya untuk perbaikan
riinah pascabencana kategori rumah rusak sedang dan
ritak ringan hanya dapat dilakukan di bangunan rumah
seraula yang mengalami kerusakan saat terjadi bencana.
U tuk runah yang berada di Zona Rawan Bencana (ZRB-III
d: 1 ZRB-V} jika penerima bantuan tetap ingin memperbaiki
riinahnys yang rusak di lokasi tersebut, maka yang
ba 1 sangkiutan wajib membuat pernyataan
p¢1tanggu ngjawaban mutlak secara khusus.

e. Rehabillitisi dan rekonstruksi perumahan pascabencana
di:ksanakan dengan mengakomodir aspirasi masyarakat
te ~iampa < bencana yang rumahnya dibangun kembali atau
di -erbaik;

f. Renabilitesi dan rekonstruksi perumahan pascabencana
berorient:si  pada pengurangan risiko bencana dan

di silkukar pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya
di <oordin isikan oleh BPBD Kota Palu;

g. M:libatkan tokoh masyarakat, pemuka agama dan adat,
T /Polri untuk pendampingan masyarakat dalam
pelaksancan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
p: sicabencana;

h. M:libatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
P sat dan/atau Perwakilan di daerah serta Tim Pengawal
d:it Penjaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah
(T-4D) untuk pendampingan akuntabilitas dalam
pelaksanzan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
pe t.cabencana.

2.4. Krite * a Penurima Bantuan

a. Keluarga yang kehilangan rumah dan atau rusak akibat
bericana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta
m : mpunyai bukti kepemilikan rumah/lahan yang sah.




b. Ri:nah stbagaimana dim
ad:lah rumah hunian b
se1diri maupun hunian
te1-pat usiha;

a}«:sud huruf point 2.4. huruf g
aik berupa hunian yang berdiri
yang sekaligus digunakan sebagai

Bulti kepemilikan rumah/lahan sebagaimana dimaksud
po nt. 2.4. huruf a dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM),
Bulti Jual Belj, SKPT, Penyerahan Hibah dan Waris.

d. Ke:ala Ke uarga terdaftar sebag

Kex ai penerima bantuan sesuaj
ka cgori  ingkat kerusakan rumah berdasarkan data

pe:i1rima bantuan yang telah ditetapkan oleh Walikota;

e. Ser:lum citetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud
port 2.4, huruf d di atas. BPBD Kota Palu terlebih dahulu
me likukar proses verifikasi dan validasi data penerima

baii:uan cengan merujuk hasil assesment Dinas PU/Tim
Tel:1is Kota Palu.

Ke)ila Keluarga yang memiliki rumah lebih dari satu dan

rus: k karcna bencana hanya diberi dana bantuan untuk
sat. rumal,;

g Baituan diberikan untuk kepala keluarga yang belum

daii/atau tidak sedang dalam proses mendapatkan bantuan
rur:ah dar sumber pendanaan lain;

h. Apitila Kepala Keluarga meninggal dunia, maka ahli waris
haii/a bert.ak mendapat penggantian satu rumah, walaupun
ahli waris lebih dari satu orang. Ahli waris yang akan
me“erima bantuan dana rumah didasarkan pada surat
ket:rangar Lurah berdasarkan kesepakatan bersama para
ahli waris;

..  Apila Kepala Keluarga berhalangan karena sakit, cacat
dai atau terada di luar kota dalam waktu yang lama, maka
yar ;; bersangkutan dapat memberikan kuasa penuh kepada
ang;iota keluarganya dengan diketahui oleh Lurah untuk
ata: nama penerima bantuan menjalankan segala urusan
ter :2it dengan bantuan yang diterima.

2.5. Model ’embangunan Rumah

Khusu: untuk penerima bantuan kategori Rumah Rusak Berat
dapat 1iemilih model pembangunan rumah sebagai berikut :

a. Perrbangunan Rumah Model Pabrikasi {(dikerjakan oleh
Pit ¢ k Koniraktor);

b. Peirbanguian Rumah Model Konvensional Kontraktual (di
keijakan o eh Pihak Kontraktor);

c. Perzbanguian Rumah Model Pabrikasi dan ‘ atau
Kovensional Mandiri (di kerjakan secara mandiri oleh
pel:rima tantuan).




BAB III

PENGORGANISASIAN PERCEPATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH

3.1. Orgar isasi Pengelola Kegiatan

Orgarisasi rengelola percepatan kegiatan rehabilitasi dan
rekonsrruksi perumahan pascabencana yang didanai dengan
Hibah dari Femerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sebagai
berikt -:

a.

Pe -1erintan

1. Menteii Keuangan sebagai Pengguna Anggaran (PA);

2. Direktiir Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai
Pembantu Pengguna Anggaran {PPA) Hibah;

3. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Hibah;

4. Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan
Rekon:struksi selaku Executing Agency.

Pe "1erinta 1 Provinsi
1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pe nierinta 1 Kota Palu Palu

1. Walikota Palu;

2. Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran (PA);

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

4. Pejaba: Pembuat Komitmen (PPK) ;

5. Pejaba: Penatausahaan Keuangan;

6. Pejaba: Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

7. Bendahara Pengeluaran (BP);

8 Tim Teknis;

9. Tim Monitoring;

10. Tenagz Pendukung Administrasi Keuangan

1. Tim Operator Verifikasi Penginputan dan Pengelolaan
Data;

12. Tim Iniormasi dan Teknologi

13. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan
Pemba igunan Daerah (TP4D};

14. Camat

15. Lurah.

Tir1 Pendamping Nasional (TPN) adalah tim yang terdiri dari
berrapa enaga Ahli yang diberi kewenangan oleh BNPB
unt 1k mendampingi BPBD Kota Palu dan BPBD Kabupaten
laiinya calam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan

relonstrul'si perumahan pascabencana dari awal hingga
akir;

Tiry Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan
Da:rah (TP'4D) yang akan ditugaskan di masing-masing Kota
ter Ziri dari :

1. Waliko:a Palu




i

Ketua DPRD Kota Palu

Kepale Kejaksaan Negeri Kota Palu

Kepal: Kepolisian Resor Kota Palu

Komaidan Kodim 1306 Kota Palu

Sekretaris Daerah Kota Palu

Kepal: Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

Kepale Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah
. Kepal: BAPPEDA Kota Palu

1C. Kepale Pelaksana BPBD Kota Palu

Ti1. Pendlamping Percepatan Pembangunan Perumahan
{T>1) Rurah Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rumah Rusak
Ri:gan, dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) TP4 Fumah Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak
Ringai terdiri dari :

(1) Kcordinator;
{(2) Assten Bidang Perencanaan dan Pengawasan;
(3) As sten Bidang Pembiayaan dan Keuangan;

(b) Satu Tim  Asisten bertanggungjawab terhadap
penyaluran, pengawasan serta Laporan
pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan dana
bantunn dengan jumlah data 1200 KK Penerima
Bantuin. Dan juga mempertimbangkan hal — hal sebagai
berikut :

- Kondisi sebaran data BNBA antar Kelurahan dan
antar warga dalam Kelurahan,;

- Jarak jangkauan dan kendala mobilitas sasaran
o3jek rumah warga penerima bantuan;

- Frekuensi  kunjungan  petugas pengawasan
penatakelolaan pemanfaatan dana  bantuan,
p3ngawasan serta administrasi.

- Pendimpingan Masyarakat (TPM) dibentuk di tingkat
*amatar: dan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
Tentar.1 Nasional Indonesia {TNI);
Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
Kejaksiaan Negeri (Kejari} Palu;
Aparat ar Pengawas Internal Pemerintah (APIP} Kota Palu;
Camat

Tir- Pendamping Warga (TPW) dibentuk di tingkat Kelurahan
da - terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepala Lurah

2. Unsur Mitra Kelurahan

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

GO PN

Teyaga Pendukung Pembangunan {(unsur TNI} yang akan
dit. gaskari secara langsung membantu masyarakat
me laksangkan kegiatan pembangunan rumah.

2.2. Tugas okok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan
a. Tuias utaina Pemerintah Kota Palu Palu adalah :
1. Waliko:a Palu




(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(H

(2)

Memberikan arahan dalam kebijakan umum daq
stiategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pe umahan pascabencana,

Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka
menghadapi dan mengatasi kendala dan hambatan
pe aksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pe umahan pascabencana;,

Merumuskan strategi dan kebijakan dengan
m¢emperhatikan aspek sosial budaya dan kearifan
lol.al serta aspirasi masyarakat;

Menetapkan Surat Keputusan penetapan penerima
bantuan dana pembangunan rumah berdasarkan
tingkat kerusakan rumabh;

Me¢netapkan Tim  Pengawal dan Pengaman
Penerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Tim
Peadamping Masyarakat (TPM) dan Tim Pendamping
Wirga (TPW);

Me¢netapkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa
Peigguna  Anggaran (KPA)/Pejabat  Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PP'TK]}, Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara
Pe1geluaran Pembantu (BPP) sesuai kebutuhan.

Mendelegasikan kepada Kepala BPKAD Kota Palu
untuk melakukan proses penyaluran dana bantuan
dasi RKUD ke rekening penerima bantuan melalui
Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank
peyalur;

Kepal:. Pelaksana BPBD Kota Palu

(a)

(b)

(c)

(d)
()

(f)

Menyelenggarakan sosialisasi program dan
koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pe umahan pascabencana;

Menyusun langkah percepatan kegiatan rehabilitasi
da 1 rekonstruksi perumahan pascabencana,;

Mengendalikan  pelaksanaan  rehabilitasi dan
rel:.onstruksi perumahan pascabencana;

Memfasilitasi penyelesaian masalah di lapangan;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pe aksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pe-umahan pascabencana serta melaporkan kepada
W:e likota Palu;

Mengusulkan kepada  Walikota Palu tentang
peagangkatan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa
Peigguna  Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PP'TK), Bendahara Pengeluaran (BP} dan Bendahara
Pe:igeluaran Pembantu (BPP) sesuai kebutuhan.




(g) Mengusulkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan
Tiin Pendamping Warga {TPW) kepada Walikota Palu
ur. tuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota
Palu;

(h) Mclaksanakan  rekrutmen dan  seleksi  Tim
Pe 1damping Percepatan Pembangunan Perumahan
(T'4) dan menetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu;

(i) Melaksanakan pelatihan dan pembekalan kepada Tim
Peadamping Percepatan Pembangunan Perumahan
(TP4),;

(1) Menyampaikan surat rekomendasi penyaluran Dana
Bantuan dari RKUD ke Rekening Penerima Bantuan
ke rada Walikota Palu c.q. BPKAD Kota Palu;

(k) Memberikan rekomendasi pencairan dana bantuan
ya1g akan dilakukan oleh Penerima Bantuan di Bank
Penerintah yang telah ditunjuk sebagai bank
pe wyalur;

(I) Menyampaikan laporan pelaksanaan rehabilitasi dan
relionstruksi perumahan pascabencana dan realisasi
ke 1angan kepada Walikota Palu dan Kepala BNPB
c.c. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA ' Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingtat PPK adalah pejabat yang memperoleh kuasa
dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian
negar: /lembaga pemerintah non kementerian yang
bersar gkutan dan yang diberi kewenangan untuk
mengelola hibah dan mengambil keputusan atau
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
angga:an;

Pejabzt Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Pengeluaran (BP)

Menja ankan tugas secara fungsional untuk menerima,
menyinpan, membayarkan, menatausahakan dan
memp:rtanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan
rekons truksi perumahan pascabencana.

. Tim Teknis

Tim teknis merupakan Tim yang ditunjuk oleh kepala
pelaksana BPBD yang berasal dari lingkup OPD terkait
dan m:mpunyai tugas:

(a) memberikan pendapat dan pertimbangan teknis
kepada Tim Pendamping Masyarakat, Tim Fasilitator




(b)

d)

diin Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait
pelaksanaan kegiatan;

melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bersifat
teknis pelaksanaan Tim Pendamping Masyarakat,
Tim Fasilitator dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah terkait pelaksanaan kegiatan;

d: pat memberikan saran teknis kepada kelompok
masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan; dan

h¢l-hal lain yang dianggap perlu terkait teknis
pelaksanaan kegiatan seperti zona rawan bencana
den bangunan tahan gempa.

Tim Monitoring

im te<nis merupakan Tim yang ditunjuk oleh kepala
selaks:ina BPBD yang berasal dari lingkup OPD terkait
Jan me mpunyai tugas:

a)

b)

melakukan monitoring dan evaluasi data warga
penerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah pasca bencana alam di Kota Palu;

memastikan  kebenaran dan keakuratan hasil
pengelolaan, monitoring dan evaluasi data warga
penerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah pascabencana.

fenaga Pendukung Administrasi Keuangan

im yang ditunjuk oleh kepala pelaksana BPBD yang
serasal dari lingkup OPD dan mempunyai tugas:

a)

b)

c)

d)

Membantu  Kuasa Pengguna Anggaran dalam
pengujian atas tagihan;

membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal
pengadaan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;

membantu  pejabat pembuat komitmen dalam
administrasi dokumen pelaksanaan kegiatan;

membantu PPK menetapkan spesifikasi
telinis/kerangka acuan Kkerja;

membantu  pejabat pelaksana teknis kegiatan
melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

membantu  pejabat pelaksana teknis kegiatan
menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup
dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen
administrasi yang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan
ke :entuan perundang-undangan.




9.

Tim Operator Verifikasi Penginputan dan Pengelolaan
Data,

Tim yang ditunjuk oleh kepala pelaksana BPBD yang
beras:u dari lingkup OPD dan mempunyai tugas:

(a) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi
terhadap data BNBA warga calon penerima dana
hibah rehabilitasi dan rekonstruksi rumah
pascabencana alam di Kota Palu;

(b) Malaksanakan penginputan data warga calon
penerima dana bantuan hibah rehabilitasi dan
rckonstruksi rumah pascabencana, yaitu :

- Nama Warga Penerima Bantuan;
- Alamat objek rumah Warga Penerima Bantuan;
- Nomor NIK KTP Warga Penerima Bantuan;

- Nomor Kartu Keluarga Warga Penerima
Bantuan;

- Kategori Kerusakan rumah;

(c¢) DMemastikan kembali kebenaran dan keakuratan
hasil penginputan data warga calon penerima dana
bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi rumah
pascabencana;

(d) Menyiapkan hasil penginputan warga calon
penerima, berupa daftar data BNBA Warga, yang
atan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala
Caerah sebagai penerima dana bantuan hibah
rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana.

Tim Informasi dan Teknologi

(a) menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan
dipat diakses oleh publik;

(b) mengelola database dan memberikan dukungan
te knologi secara Profesional, seksama dan penuh
te nggung jawab;

{(¢) nenerima data/dokumen dan memerikmsa
k:lengkapan data serta menginput data pada sistem
alikasi;

(d) menjaga semua sistem dan dokumentasi aplikasi,
d.in membantu team terhadap masalah computer.

Camat

Mendi kung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi perumahan pascabencana diantaranya
membantu sosialisasi, aktif membantu menyelesaikan
konflit: yang terjadi, dan aktif mendorong dan membantu



Pemeilintah Kelurahan, TPM, TPW dan TP4 dalam
memfsilitasi kegiatan masyarakat.

Lurah

Sebagai pendukung kegiatan pelaksanaan Fehabilitasi
dan rckonstruksi perumahan pascabencang di lapangan,
Kepala Kelurahan/Lurah bertugas antara lain:

(@)

(b)

(¢)

(d)

(e)

M:mbantu proses kegiatan pendataan, Veriﬁklasi dan
validasi, uji public, sosialisasi, pengorganisasian dan
penguatan masyarakat, serta dalam pelaksanaan

re 1abilitasi dan rekonstruksi perumahan
pe scabencana;
M:nerbitkan Surat Keterangan terkait status lahan

atis warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan
yang sah;

Menerbitkan Surat Keterangan terkait ahli waris
penerima Bantuan Dana Rumah korban bencana;

Menerbitkan surat-surat keterangan lainnya sesuai
kebutuhan masyarakat dalam kaitan kelancaran
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
perumahan pascabencana;

Membantu memfasilitasi dan menyelesaikan konflik
misyarakat yang terjadi.

Tim P:ndamping Nasional (TPN)

(a)

(b)

(c)

(d)

(¢)

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan
relconstruksi perumahan pascabencana di tingkat
Provinisi dan Kota Palu;

Melakukan identifikasi dan membuat rumusan
pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi
perumahan pascabencana di Kota Paly;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pe-umahan pascabencana;

Mengidentifikasi permasalahan, merumuskan
rencana tindak dan memfasilitasi penyelesaian
misalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
pascabencana di Kota Palu;

Melakukan pendampingan administrasi, manajemen
dan perencanaan teknis/non teknis untuk BPBD
Kata Palu;

1(: Tim P:ndamping Percepatan Pembangunan Perumahan
(TP4)




(b}

{©)

(d)

8

h)

)

Meclakukan pendampingan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan administrasi
pe aporan kegiatan percepatan rehabilitasi dan
rel:onstruksi perumahan pascabencana;

M¢mberikan pendampingan dan pengawasan teknis
dalam proses rekonstruksi perumahan
pascabencana sesuai kaidah teknis yang berlaku;

Melakukan  pendampingan masyarakat dalam
ke;fatan sosialisasi dan musyawarah pengambilan
ke »utusan;

Melakukan pendampingan masyarakat dalam
kejriatan penyaluran dan pencairan dana bantuan,
seita penyusunan pembukuan dan laporan
pertanggungjawab (pekerjaan dan keuangan);

Memfasilitasi dan membantu memecahkan masalah
yang dihadapi masyarakat dalam proses rehabilitasi
dan rekonstruksi perumahan pascabencana;

Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasicabencana sesuai kebutuhan berdasarkan
pelintah dan atau penugasan dari Kepala Pelaksana
BP 3D Kota Palu;

Membuat dokumentasi dan laporan  hasil
pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada
Kalaksa BPBD Kota Palu secara periodik {Laporan
Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir};

Beikoordinasi rutin dengan BPBD Kota Palu, OPD
teknis terkait, TPM dan TPW.

Me aksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap
Prcgres pekerjaan pemanfaatan Dana Stimulan
Talun sebelumnya.

Me aksanakan asestment terhadap bangunan rumah
rusak terhadap data tambahan.

11."'im Pendamping Masyarakat (TPM)
ta) Merdampingi TP4 melakukan pendampingan

(

{

b)

)

masyarakat dalam  kegiatan sosialisasi dan
penzambilan keputusan;

Melikukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
untak bersama-sama memfasilitasi dan
mer yelesaitkan  konflik  sosial, keluhan dan
peniaduan masyarakat di wilayah terdampak
ben :ana;

Berkoordinasi rutin dengan TPW dan TP4, serta
perr angku kepentingan lainnya.

12.7im Per damping Warga (TPW)




(a) Membantu TP4 melakukan pendampingan
mesyarakat dalam  kegiatan  sosialisasi dan

pengambilan keputusan,
(b) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

untuk bersama-sama memfasilitasi dan
menyelesaikan  konflik  sosial, keluhan dan
pengaduan masyarakat di wilayah terdampak
bencana;

(¢) Be'koordinasi rutin dengan TPM dan TP4, serta
penangku kepentingan lainnya.

1{ Tenaga Pendukung Pembangunan (unsur TNI)

(a) Membantu masyarakat membangun rumah,
khususnya untuk kategori rumah rusak berat
dengan tipe 36 model pabrikan atau konvensional;

(b) Ikt Dbertanggungjawab terhadap penyelesaian
pelierjaan pembangunan rumah;

(c) Membantu TP4 dan Penerima Bantuan mengatasi
permasalahan sosial di lapangan yang terjadi selama
proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi perumahan pascabencana.

BAB IV

TAHAPAN PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

4.1. Tahagp Persiapan

a. Pehyiapan Organisasi Pelaksana Kegiatan

1. Pemerintah Kota Palu mengangkat dan menetapkan
'engguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran
(XPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara
I'engeluaran (BP) sesuai kebutuhan:




- Pemerintah Kota Palu mengangkat dan menetapkan Tim

Pengavral dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan
Daerat (TP4Dj;

Pemeriatah Kota Palu mengangkat dan menetapkan Tim
“endariping Masyarakat (TPM) di setiap Kecamatan yang

1i wilay-ahnya terdapat Kelurahan terdampak bencana;

’emeriitah Kota Palu mengangkat dan menetapkan Tim
’endaniping Wilayah (TPW) di setiap Kelurahan

‘erdam >ak bencana;

’emerintah  Kota Palu c.q. BPBD melaksanakan

ekrutrien/seleksi dan mengangkat Tim Pendamping
ercepetan Pembangunan Perumahan (TP4) dengan
"ahapa:1 sebagai berikut

a) Menbentuk Panitia Seleksi dengan Surat Keputusan
Kepala Pelaksana BPBD;

b) Paritia Seleksi mengumumkan seleksi/rekrutmen

secara terbuka untuk umum dengan batas waktu
terientu;

¢) Par itia Seleksi Menetapkan persyaratan, kriteria, tata
cara dan materi seleksi;

d) Paritia Seleksi mengumumkan hasil seleksi;

€) Paritia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada
Kaliksa BPBD untuk diterbitkan Surat Keputusan
Pengangkatan TP4.

Pe i tihan, Pembekalan Tim Pendamping

1.

Yelatihiin /Pembekalan Tim Pendamping dilaksanakan

nleh EPBD Kota Palu dengan membentuk Panitia
’elakse na;

Zelatihiin/Pembekalan diberikan khusus untuk TP4;

Zelatihan/Pembekalan Tim Pendamping dilaksanakan
secara sertahap, yakni sebagai berikut -

-a) Pelctihan Pra Tugas Tim Pendamping; dilaksanakan
setelah kegiatan seleksi Tim Pendamping;

ib) Penbekalan Teknis Pendampingan; dilaksanakan
secira tentative sesuai kebutuhan dalam rangka

merndorong proses percepatan dan atau penyelesaian
masalah di lapangan;

Janitia  Pelaksana kegiatan pelatihan/pembekalan
tnenyiaskan modul, Garis Besar Pokok Pembelajaran
{GBPP) dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam
“’elatihiin /Pembekalan;

Panitia  Pelaksana Kkegiatan pelatihan /pembekalan
inenyiadkan  Narasumber dan Pemandu sesuaij
l'ompetznsi dan materi yang dibutuhkan;




6. Panitizic Pelaksana kegiatan pelatihan/pembekalan
menytipkan tempat dan sarana prasarana
pelatil an/pembekalan yang representatif.

4.2. Taha)) Pemutakhiran Data Penerima Bantuan

a.

Teliapan proses awal pendataan, validasi dan pengolahan
de ta penerima bantuan serta perbaikan rumah dikendalikan
delam Fidang Data dan Informasi Pos Komando
Perpanjangan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana
Givonpa B ami, Tsunami, dan Liquifaksi Di Kota Palu yang
di i:tapkan dalam Surat Keputusan Wali kota Palu Nomor
3€11/1053.13/BPBD/2018;

Diti Surat Keputusan Wali kota Palu pada dictum “a”,
Bitang c¢ata dan Informasi menyerahkan data warga
te "lampal: bencana yang telah di validasi sebagai data calon
pet erima bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana
Diirrah Kota Palu, untuk di review lewat BNPB Pusat, agar
ket kuratan dan kebenaran pengolahan data dapat terpenuhi

H

D:i:1i hasii review data BNBA yang dilakukan oleh BNPB
Puiat didrimkan kembali ke Pemerintah Kota Palu,
ke tiudian ditetapkanlah data BNBA penerima dana bantuan
de1. perbzikan rumah rusak dalam Surat Keputusan Wali
kcta Palt, nomor 050/237/Bappeda/2019, dimana data
BII3A yeng telah ditetapkan akan digunakan proses
pet yaluran pada tahun 2020;

Prises wvinlidasi dan pengelolaan data calon penerima
bzrtuan pada tahun 2021, yang melaksanakan proses
peruktahiran Data BNBA calon penerima adalah BPBD Kota
Pela1, dengzan menggunakan fasilitas aplikasi SIAK {Sistim
In 'rmasi Administrasi Kependudkan), dimana Aplikasi
te:tbeut capat di akses lewat MOU kerja sama dari Tahun
200 sampai 2021 dengan Nomor :
47(/1166 123/BPBD/2021 antara Dinas Kependudukan
dar Catatan Sipil Kota Palu dengan BPBD Kota Palu, untuk
pe-anganan data BNBA Warga sebagai calon penerima
bar tuan rzhabilitasi dan rekonstruksi;

Prises pelaksanaan Validasi dan pemuktahiran data BNBA
taijun 2022, BPBD Kota Palu, melakukan metoda sama
se r2rti pala poin (d} melalui aplikasi SIAK (Sistim Informasi
Acrainistritsi Kependudukan);

Dergan  menggunakan fasilitas aplikasi SIAK  (Sistim
In:¢rmasi Administrasi Kependudukan), BPBD Kota Palu
da:at melakukan Pemutakhiran data BNBA calon penerima
ba-tuan taik tahun 2021 dan 2022, khususnya keakuratan
tert adapa: data kependudukan;

Ur tuk me aksanakan Pemutakhiran data penerima bantuan
se)igaimana dimaksud, BPBD wajib menyiapkan aturan
at: 1 ketertuan dalam lembaran tersendiri;



h. Perwtakhiran data penerima bantuan dilakukan dalam

razgka memastikan kurasi data berdasarkan beberapa
in ikator :sebagai berikut :

1. Terdayat data penerima bantuan dengan NIK ganda;
2. Terdar at data penerima bantuan fiktif atau palsu;

3. Terdarat data penerima bantuan yang telah menerima
bantuz.n serupa dari pihak lain;

e

Terdapat data penerima bantuan dengan tingkat
kerusakan rumah yang tidak akurat (Contch : Harusnya
masuk kategori Rusak Sedang atau Rusak Ringan tetapi
ditetapkan Rusak Berat atau sebaliknya).

5. Terdapat penyintas yang belum terdaftar dalam Data

Peneriina Bantuan yang telah ditetapkan oleh SK
Waliko:a

4.3. Tahay Sosialisasi
a. So; alisasi Tingkat Kota

1. Sosialitiasi bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan
ahapan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

>erumethan pascabencana yang telah ditetapkan dalam
’etunjuik Teknis;

Sosialit:asi dilaksanakan di tingkat Kota;
’elaks: na kegiatan sosialisasi adalah BPBD;

w o

4. eserta sosialisasi terdiri dari TPN, Satgas P4MP, BPBD
Provinsi, Walikota, Forkompinda, OPD terkait, BPBD
ota Pz lu, Tim Teknis, TP4D, Inspektorat, BPKP, BPKAD,
""APD, _embaga Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga
.ainnya yang dipandang kompeten, Perwakilan Tokoh
Aasyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, serta
Jrganitasi Non Pemerintah dan Media Massa;

5. iarasunber sosialisasi dibagi dalam dua kategori, yakni
[arasu mber Utama dan Narasumber Pendamping;

6. llarasunber Utama adalah Kalaksa BPBD Kota Palu
clengan tugas pokok menjelaskan keseluruhan tahapan
jroses cegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
'ascabencana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk
"‘eknis;

7.

llarasunber Pendamping terdiri dari Walikota, TPN,
llalakse. BPBD Provinsi dan narasumber lain yang
cipanding perlu dengan tugas pokok memberikan
ttressirng, motivasi, advise dan penguatan lebih
tiendalim terkait dengan prinsip-prinsip dan strategi
¢ alam pelaksanaan kegiatan;

b. Sosiuisasi Kelurahan

1. fosialisasi bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan
tahapar proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi




perurrahan pascabencana yang telah ditetapkan dalam
Petun uk Teknis;

2. Sosial sasi dilaksanakan di tingkat Kelurahan;

Pelaksana kegiatan sosialisasi tingkat Kelurahan ac.ialah
BPBD Kota Palu bekerjasama dengan Pemerintah
Kelurz han didampingi secara teknis oleh TP4, TPM dan
TPW;

4. Peserta sosialisasi tingkat Kelurahan terdiri dari BPBD
Kota P’alu, Camat, Dan Sub Satgas P4MP, TPM, Lurah
dan unsur Pemerintahan Kelurahan, Lembaga-Lembaga
Sosial yang ada di Kelurahan, Perwakilan Tokoh
Masyarakat Kelurahan, Tokoh Pemuda Kelurahan, Tokoh
Agam: Kelurahan, Tokoh Adat Kelurahan dan seluruh
penerima bantuan.

5. Narasimber sosialisasi terdiri dari TPN, BPBD Kota Palu
dan nirasumber lain yang dipandang perlu;

¢. S¢qdalisasi Khusus

Diram situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan
kegiatan Sosialisasi Kota ataupun Sosialisasi Kelurahan
tic.\k dapat dilaksanakan, maka BPBD Kota Palu dapat
m : aksanikan kegiatan sosialisasi dengan cara-cara sebagai

berikut :
1. Menyiapkan materi sosialisasi {(dapat berupa lembaran,
spand 1k, banner, video, dll) dan

diganc akan/diperbanyak sesuai kebutuhan untuk
diedarkan/diumukan ke masyarakat dan atau pihak-
pihak yang membutuhkan;

2. Melakiikan sosialisasi kepada masyarakat penerima
bantunan secara door to door dan atau melaksanakan
perteniuan sangat terbatas dengan fterlebih dahulu
berkocrdinasi dengan Pemerintah Kelurahan setempat.

3. Untuk memperluas informasi terkait kegiatan sosialisasi,
BPBD Kota Palu dapat bekerjasama dengan pihak media
cetak, elektronik dan atau media online.

4.4. Taha] Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan
a. Pe-yalurai Dana Bantuan

1. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu menyampaikan
permo.ionan pembukaan rekening Penerima Bantuan
kepadi. Bank Pemerintah yang telah ditunjuk dengan
melampirkan daftar penerima bantuan vang telah
ditetarkan dengan Keputusan Walikota dan atau
persya-atan lain yang ditetapkan oleh Pihak Bank. Daftar
peneriina bantuan sedikit-dikitnya memuat nama,
alamat /domisili, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).




2. Kedala Pelaksana BPBD Kota Palu mengajukan
permohonan  rekomendasi penyaluran kepada
Welikota Palu c.g BPKAD Kota Palu dengan
melampirkan :

(2) Rekapitulasi data penerima bantuan yang akan
menerima penyaluran dana bantuan;

(b) SK Walikota tentang penetapan data penerima
bantuan;

(c) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh
penerima bantuan di atas materai cukup;

(d) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak
vang ditandatangani oleh penerima bantuan di
atas materai cukup;

(¢) Fotocopy KTP dan KK penerima bantuan;

(f) Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Palu c.q. Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (khusus untuk penerima
bantuan yang berada di luar wilayah Kota Paluj;

(g) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kelurahan, khusus untuk Ilokasi
rumah yang akan dibangun berada di kelurahan
yang berbeda dengan alamat yang tertera dalam
KTP;

(h) Tanda terima penyaluran dana bantuan yang
ditandatangani oleh penerima bantuan dan pihak
BPBD Kota Palu;

3. Kepala BPKAD melaksanakan proses penyaluran
dana bantuan 100% ke rekening penerima bantuan
me alui Bank Penyalur yang telah ditunuk sesuai
derigan mekanisme, syarat dan ketentuan yang
berlaku;

. Pererima Bantuan dengan didampingi oleh TP4
me 1gajukan permohonan rekomendasi pencairan
kerada Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu dengan
me ampirkan persyaratan sebagai berikut :

(a) Penerima Bantuan Rumah Rusak Berat
Kontraktual)

1) Surat Pernyataan Penetapan Pilihan Model
Rumah dan Pihak Kontraktor yang akan
mengerjakan,;

'2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)
yang ditandatangani di atas materai cukup
oleh Pihak Pertama (Penerima Bantuan)
sebagai pemberi pekerjaan dengan Pihak
Kedua (Pihak Kontraktor) sebagai penerima
pekerjaan;

(3) Gambar Desain/Model Rumah dan RAB




(c)

pembangunan rumah; ‘

(4) Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan
rumah;

(5) Dokumen bukti kepemilikan lahan tapak
pembangunan rumah atas nama Penerima
Bantuan;

(6) Hasil verifikasi teknis progres pekerjaan rumah
100% oleh TP4 yang sudah dievaluasi dan
disetujui oleh Tim Teknis terkait; .

{7) Dokumen Foto Progress Pekerjaan
Pembangunan Rumah 100%;

(8) Laporan Pertanggungjawab.

(b) Penerima Bantuan Rumah Rusak Berat (Mandiri)

Termin I

(1) Surat Pernyataan Penetapan Pilihan Model
Rumah;

(2) Gambar Desain/Model Rumah dan RAB
pembangunan rumabh;

(3) Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan
rumah;

(4) Copy dokumen bukti kepemilikan lahan tapak
pembangunan rumah atas nama Penerima
Bantuan;

(5) Dokumen Foto 0% yang menunjukkan lahan
tapak rumah sudah dibersihkan dan sudah
diratakan.

Termin ]I

(1) Hasil verifikasi teknis progress 35% pekerjaan
fisik rumah Termin I oleh TP4 yang sudah
dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis terkait;

(2) Dokumentasi Foto Progress Pekerjaan Fisik
Rumah 35%;

(3) Laporan Pekerjaan Fisik dan Keuangan Termin I;

Pe rerima bantuan Rumah Rusak Berat {(Reimburse)

(1) Copy dokumen bukti kepemilikan lahan tapak
pembangunan rumah atas nama Penerima
Bantuan;

(2} Hasil Verifikasi Teknis TP4 yang sudah dievaluasi
dan disetujui Tim Teknis terkait;

(3) Dokumentasi foto rumah yang sudah selesai
dibangun;

(4) Laporan Pertanggungjawaban dengan
melampirkan bukti-bukti pengeluaran belanja
material dan upah tenaga/tukang senilai bantuan
yang telah ditetapkan.




(d)

(e)

Pererima Bantuan Rumah Rusak Sedang/Ringan

(Alzran Memperbaiki)

(1) Copy dokumen bukti kepemilikan lahan tapak
pembangunan rumah atas nama Penenima

Bantuan; _ L
(2) Dokumentasi foto rumah yang akan diperbaiki;

Penerima Bantuan Rumah Rusak Sedang/Ringan
{(Reimburse)

(1) Copy dokumen bukti kepemilikan lahan tapak
pembangunan rumah atas nama Penerima

Bantuan; ' o
(2) Dokumentasi foto rumah yang sudah diperbaiki;
{(3) Laporan Pertanggungjawaban dengan

melampirkan bukti-bukti pengeluaran belanja
material dan upah tenaga/tukang, serta
dokumentasi foto rumah yang sudah diperbaiki.

b. Ke¢ientuar. Pencairan Dana Bantuan
1. Kategcri Rumah Rusak Berat (RRB) Model Pabrikasi

(a)

(b)

(c)

Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah
Rusak Berat (RRB} Model Pabrikasi dilakukan 1 (satu)
termin pencairan (100%)} setelah rumah selesai
dit angun oleh Pihak Kontraktor.

BP3D Kota Palu menyerahkan buku rekening yang
sudah terisi dana bantuan kepada penerima bantuan
dan selanjutnya penerima bantuan dapat melakukan
pericairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk;

Petnbayaran kepada Pihak Kontraktor dilakukan
derigan cara pemindahbukuan dari Rekening
Pererima Bantuan ke Rekening Pihak Kontraktor
dergan terlebih dahulu menyiapkan berita acara
perabayaran yang ditandatangani di atas materai
culup oleh kedua belah pihak.

2. Katego-i Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional
Kontraktual (Dibangun Oleh Pihak Kontraktor)

2)

'b)

Percairan dana bantuan untuk kategori Rumah
Rusak Berat (RRB) Model Konvensional Kontraktual
dilskukan 1 (satu) termin pencairan (100%]) setelah
runiah selesai dibangun oleh Pihak Kontraktor.

BPED Kota Palu menyerahkan buku rekening yang
sudah terisi dana bantuan kepada penerima bantuan
dan selanjutnya penerima bantuan dapat melakukan
pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk;

Perr bayaran kepada Pihak Kontraktor dilakukan
denzan cara pemindahbukuan dari Rekening
Pen:rima Bantuan ke Rekening Pihak Kontraktor




dengan terlebih dahulu menyiapkan berita acara
peinbayaran yang ditandatangani di atas materai
cultup oleh kedua belah pihak.

3. Kategcri Rumah Rusak Berat (RRB} Model Konvensional

Mandi+i (Dibangun Secara Mandiri oleh Penerima
Bantuiin)

(a) B>BD Kota Palu menyerahkan buku rekening yang
sudah terisi dana bantuan kepada penerima
bantuan dan selanjutnya penerima bantuan dapat
melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang
ditunjuk sesuai dengan termin;

(b} Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah
Rusak Berat (RRB) Model Konvensional Mandiri
yéng dibangun secara mandiri dilakukan dalam 2
(daa) termin sebelum pekerjaan setiap termin
dimnulai dengan pembagian sebagai berikut:

(1. Termin I 40 % x Nilai Bantuan (Rp. 50.000.000)
= Rp. 20.000.000

(2. Termin II 60 % x Nilai Bantuan (Rp. 50.000.000)
= Rp. 30.000.000

4. Katego-i Rumah Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak
Ringan (RRR)

a) Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah
Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak Ringan
(RRR), baik untuk yang sudah melaksanakan
perbaikan maupun yang akan melaksanakan
perbaikan dilakukan dalam 1 (satu) termin (100%)
sesuai dengan nilai bantuan yang telah ditetapkan;

b) BPBD Kota Palu menyerahkan buku rekening yang
sudah terisi dana bantuan kepada penerima
bantuan dan selanjutnya penerima bantuan dapat
melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang
ditunjuk;

4.5. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Rumah (Khusus Rumah
Rusak 3erat)

a. Moc: el Pabrikasi Kontraktual

Per-banguian rumah model pabrikasi kontraktual
dik.csanakan sebelum pencairan dana bantuan, dengan
tal : pan d:n ketentuan sebagai berikut :

1. ara penerima bantuan dengan didampingi TP4
‘nenyiapkan surat pernyataan penetapan pilihan model
rumah pabrikasi type 36 m2 dan Pihak Kontraktor yang
«lkan mwengerjakan;

2. enamnlatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
ISP3) entara Pihak Pemberi Kerja (Penerima Bantuan)
tlengan Pihak Penerima Pekerjaan (Pihak Kontraktor)




yang berisikan kesepakatan tentang Desain/model
rumal:, nilai kontrak, jadwal dan tahapan pekerjaan,
mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban, sanksi-
sanks dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu oleh
kedua belah pihak;

3. Pihak Kontraktor wajib menyiapkan Tenaga Kerja dan
apabila Tenaga Kerja tersebut berasal dari warga
setem rat maka Pihak kontraktor  diharuskan
memberikan pembekalan ketrampilan/pelatihan;

4. Pihak Kontraktor melaporkan jadwal pelaksanaan
pekerjaan kepada Penerima Bantuan dan TP4;

5. Pihak Kontraktor melaksanakan pembangunan rumah
sesual SP3 dan syarat ketentuan pembangunan RTG;

6. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4
melak 1kan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan rumah.

M:del Konvensional Kontraktual (Dibangun Oleh Pihak
Koratraktcr)

Peinbangunan rumah model konvensional kontraktual oleh
Pitak Kontraktor dilaksanakan sebelum pencairan dana
bz ntuan, dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut :

l. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4
menyiipkan surat pernyataan penetapan pilihan model
rumal konvensional kontraktual type 36 m2 dan Pihak
Kontrz ktor yang akan mengerjakan;

2. Menar datangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
(SP3) antara Pihak Pemberi Kerja (Penerima Bantuan)
dengan Pihak Penerima Pekerjaan (Pihak Kontraktor)
yang berisikan kesepakatan tentang Desain/model
rumah, nilai kontrak, jadwal dan tahapan pekerjaan,
mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban, sanksi-
sanksi dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu oleh
kedua belah pihak;

3. Pihak Kontraktor wajib menyiapkan Tenaga Kerja dan
apabili Tenaga Kerja tersebut berasal dari warga
setempat  maka Pihak  kontraktor diharuskan
memberikan pembekalan ketrampilan/pelatihan;

4. Pihak Kontraktor melaporkan jadwal pelaksanaan
pekerj:ian kepada Penerima Bantuan dan TP4;

5. Pihak Kontraktor melaksanakan pembangunan rumah
sesuai SP3 dan syarat ketentuan pembangunan RTG;

6. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4
melakt kan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan rumah.

Mcclel Pakrikasi dan atau Konvensional Mandiri {Dibangun
Se : ra Maadiri Oleh Penerima Bantuan)

Pe:rbangusan rumah model pabrikasi dan atau
ko1vensional mandiri dilaksanakan setelah pencairan dana




be ntuan setiap termin, dengan tahapan dan ketentuan
set agai berikut :

1. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4
menyiipkan surat pernyataan penetapan pilihan model
rumal. Konvensional Mandiri type 36 m2;

Para Penerima Bantuan dengan didampingi TP4
menyiipkan gambar desain rumah, dokumen
perencanaan teknis (DED) dan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) pembangunan rumah sesuai dengan syarat
ketentuan RTG;

3. Para penerima bantuan didampingi TP4 wajib
menyiapkan Tenaga Kerja yang cukup dengan
melam pirkan nama-nama tenaga yang akan
melakianakan pembangunan rumabh;

(S

4. Para »jenerima bantuan melaksanakan pembangunan
rumal sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang
telah citetapkan;

5. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4
menyL sun jadwal pekerjaan pada setiap termin;

6. Para  penerima bantuan dapat melaksanakan
pembangunan rumah secara sendiri (perorangan) atau
secara kolektif (berkelompok) dengan membentuk panitia
pembangunan atau sejenisnya yang ditetapkan dalam
musyawarah yang dihadiri oleh semua anggota
kelomjiok.

d. Rtinah Rusak Berat Telah Dibangun Terlebih Dahulu
(R: mbursz)

1. Apabili Penerima Bantuan untuk kategori Rumah Rusak
Berat telah membangun rumahnya terlebih dahulu
sebelu n Juknis ditetapkan, maka yang bersangkut tetap
berhak menerima bantuan sesuai nilai yang telah
ditetarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

@) TP« melakukan verifikasi teknis untuk memastikan
ruriah yang dibangun telah memenuhi standard
mitiimal Rumah Tahan Gempa (RTG). Hasil verifikasi
tekais dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis
terlait.

b) Ap:ibila rumah tersebut telah memenuhi standard
mirimal RTG berdasarkan hasil verifikasi teknis,
mac<a pencairan dilakukan cukup 1 (satu) termin
(10)%) sesuai dengan syarat dan ketentuan vang
teleh ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;

¢} Apebila rumah yang telah dibangun tidak atau belum
meinenuhi standard minimal Rumah Tahan Gempa,
mac<a TP4 dengan sepengetahuan dan persetujuan
Tir Teknis terkait merumuskan langkah-langkah
yang diperlukan, antara lain :




(1) Memberikan rekomendasi perbaikar.l /peningkatan
struktur dengan segala konsekuensi yang melekat
di dalamnya dan atau;

(2) Memberikan rekomendasi agar penerima baptuan
membangun rumah di lahan yang baru (ex-situ).

(3) Apabila penerima bantuan tidak bersedia_
mengikuti rekomendasi dari TP4, 'maka dana di
rekening penerima bantuan akan dibekukan.

4.6. Taha ; Monitoring dan Evaluasi

a. M:nitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi

L

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk membahas
capais n progress dan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta
meruruskan rekomendasi-rekomendasi yang
dibutt hkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BPBD
Provinsi dan atau Satgas P4MP dalam bentuk Rapat
Koord: nasi {(Rakor) setiap awal bulan;

Peserta Rakor terdiri dari Deputi RR BNPB, Gubernur,
Forkoinpinda Provinsi, TPN, BPBD Provinsi, Satgas
P4MP, Walikota, BPBD Kota Palu, TP4D Kota Palu, TPM
Kota Falu, OPD terkait Kota Palu, Tim Teknis Kota Palu,
Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga
lainnya yang dipandang kompeten, Perwakilan Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, serta
Organ sasi Non Pemerintah dan Media Massa;

Narasumber Rapat Monitoring dan Evaluasi dibagi dalam

dua k:tegori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber
Pendainping :

(a) Na-asumber Utama adalah BPBD Kota Palu dengan
tugas pokok menyampaikan capaian progress dan
permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi perumahanan dalam bulan berjalan;

(b) Na-asumber Pendamping terdiri dari Komandan
Salgas P4MP, TPN, Kalaksa BPBD Provinsi dan
narasumber lain yang dipandang perlu dengan tugas
polok memberikan evaluasi terhadap capaian
prcgress dan memberikan pandangan, arahan dan
asistensi terkait penyelesaian permasalahan.

Dalam situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan
kegiaten monitoring sebagaimana dimaksudkan huruf a
i atss tidak dapat dilaksanakan, maka kegiatan
nonitoring dapat dilakukan dengan mengubah strategi

nelalu  pertemuan secara virtual menggunakan
serang<at teknologi yang tersedia.




b, Munitorin; dan Evaluasi Tingkat Kota
1.

Monitcring dan evaluasi bertujuan untuk membahas
capaiaa progress dan permasalahan yvang dihadapi dalam
pelaksinaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
pascat encana, serta  merumuskan  rekomendasi-
rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan
kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi perumahan pascabencana;

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BPBD Kota

Palu didam bentuk Rapat Monitoring dan Evaluasi setiap
akhir tulan;

Jesertz Rapat Monitoring dan Evaluasi terdiri dari
WValiko:a, Forkompinda, TPN, BPBD Provinsi, Satgas
>4MP, BPBD Kota Palu, TP4D, TPM, OPD terkait, Tim
feknis, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga-
«mbayia lainnya yang dipandang kompeten, Perwakilan
Fokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, serta
Jrganiiasi Non Pemerintah dan Media Massa;

Narasumber Rapat Monitoring dan Evaluasi dibagi dalam

1ua kaegori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber
’endamping :

‘a) Narasumber Utama adalah BPBD Kota Palu dengan
tugas pokok menyampaikan capaian progress dan
perinasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi perumahanan dalam bulan berjalan;

tb) Narasumber Pendamping terdiri dari Walikota, TPN
dan narasumber lain yang dipandang perlu dengan
tugiis pokok memberikan evaluasi terhadap capaian
projress dan memberikan pandangan, arahan dan
asistensi terkait penyelesaian permasalahan.

Dalam situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan
Legiata1 monitoring sebagaimana dimaksudkan huruf b
¢i atas tidak dapat dilaksanakan, maka BPBD Kota Palu
tapat mengubah strategi kegiatan monitoring dengan
11elaku<an pertemuan secara virtual menggunakan
| erangl at teknologi yang tersedia.

¢. Moitoring dan Evaluasi Langsung Ke Lapangan

1.

tonitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengamati dan
tiencatit secara langsung capaian progress dan
termasidahan  di lapangan yang dihadapi dalam
telaksataan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
{ascabencana, serta  merumuskan rekomendasi-
rrkomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan
rinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan
- 2konst ‘uksi perumahan pascabencana;




2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-
masing pemangku kepentingan yang jadwal dan waktu
kunjuagan ke lapangan dikoordinasikan oleh BPBD
Provinsi Sulawesi Tengah dan BPBD Kota Palu;

3. Pada saat kunjungan lapangan dilaksanakan, minimal di
lokasi harus hadir masyarakat penerima bantuan, Lurah,
unsur TPM, unsur TPW, TP4 dan perwakilan Tokoh
Masy:z rakat setempat.

4. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan
kegiatan monitoring lapangan tidak dapat dilaksanakan
denga:1 melibatkan banyak pihak, maka monitoring
lapangan tetap dapat dilaksanakan dengan metode door to
door sampling atau mengunjungi rumah ke rumah secara
acak dan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas.

4.7. Lapo: vn Pertanggungjawaban

a. Pet »:rima bantuan wajib menyusun laporan
pertanggur gjawaban (LPJ) atas dana bantuan yang telah
dig :nakan untuk kegiatan pembangunan/perbaikan rumah,
did : mping oleh TP4;

b. LI\l disusun oleh masing-masing penerima bantuan, kecuali
ye11g membangun/memperbaiki rumah secara berkelompok
d: pat menyusun LPJ secara kolektif.

c. LIl ditandatangani oleh masing-masing penerima bantuan
at:u oleh Ketua Kelompok (Panitia Pembangunan) bagi yang
m:mbangan/memperbaiki rumah secara kolektif, diperiksa
dz 11 disetujui oleh TP4, serta diketahui oleh Lurah;

d. LI.! disampaikan kepada Walikota c.q. Kalaksa BPBD
dergan malampirkan :

1. Bukti-bukti pengeluaran belanja material dan upah
tenaga/tukang, kecuali yang membangun rumah model
jabrikasi dan  konvensional kontraktual cukup
1nelamyirkan berita acara pembayaran dari penerima
lantuan kepada pihak kontraktor;

2. Dokume:ntasi foto rumah yang sudah selesai
( ibangt n/diperbaiki;

e. LF. disusun dalam bentuk dokumen dan digandakan
sezanyak 4 rangkap dengan yang asli. Masing-masing 1
{si;u) eksemplar untuk : Walikota c.q. Kepala Pelaksana
B113D, TP}, Lurah dan Penerima Bantuan.




S.1.

9.2.

3.3.

3.4.

BAB V
PENUTUP

Petur juk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan
Pasce hencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi Kota Palu
Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai acuan
dalani pelali'sanaan percepatan kegiatan rehabilitasi dan
rekor struksi perumahan, serta pemanfaatan dana hibah demi
tercapainya hasil yang optimal serta memenuhi syarat
akun :ibilitas

Hal-h:1 yvang belum diatur dalam Juknis ini dan atau beberapa
keten:tian delam Juknis ini masih membutuhkan penjabatan
secari lebih bperasional berdasarkan situasi dan kondisi serta
kebutihan di lapangan, maka Pemerintah Kota Palu Palu c.q.
BPBL Kota Palu dapat menyiapkan aturan dan ketentuan
terser liri da'am bentuk Standard Operasional Prosedur (SOP)
yang ditetabkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Pelaksana BFBD Kota Palu.

Dalar1 rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat
BPBL Kota Falu dapat menjalin kerjasama dengan pihak non-
peme "ntah guna mendorong proses percepatan pelaksanaan
rehatiitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan tetap
meng ltuti  ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam
petur jak tekmis.

Demitan Petunjuk Teknis ini disusun agar dapat dapat
memlantu kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi perumahan pascabencana. Apabila terdapat
kekel'ruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salin 11 sesuzai dengan asliny:
Kepala Bagian Hukum,

FHUSNA
P.19720504 199503 2 005




